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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana tugas pemerintah 
dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 
Pengelolaan Sampah dan bagaimana 
wewenang pemerintah dalam melaksanakan 
pengelolaan sampah yang berwawasan 
lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 
Dengan menggunakan metode peneltian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Tugas pemerintah 
dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan ialah menjamin 
terselenggaranya pengelolaan sampah yang 
baik dan berwawasan lingkungan. Tugas 
Pemerintah dan pemerintahan daerah 
diantaranya menumbuhkembangkan dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
pengelolaan sampah dan melakukan penelitian, 
pengembangan teknologi pengurangan dan 
penanganan sampah. 2. Wewenang pemerintah 
dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan diantaranya 
menetapkan kebijakan dan strategi nasional 
pengelolaan sampah dan menetapkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan 
sampah. Wewenang pemerintah provinsi ialah 
menetapkan kebijakan dan strategi dalam 
pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan 
Pemerintah dan memfasilitasi kerja sama 
antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, 
dan jejaring dalam pengelolaan sampah. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur 
mengenai Wewenang Pemerintah 
Kabupaten/Kota, menyelenggarakan 
pengelolaan sampah, pemerintahan 
kabupaten/kota mempunyai 
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kewenanganmenetapkan kebijakan dan dan  
strategi pengelolaan sampah berdasarkan 
kebijakan nasional dan provinsi dan 
menyelenggarakan pengelolaan sampah skala 
kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah serta melakukan pembinaan dan 
pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang 
dilaksanakan oleh pihak lain. 
Kata kunci: Tugas Dan Wewenang, Pemerintah, 
Pengelolaan Sampah, Berwawasan Lingkungan.  
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Menurut Penjelasan atas Undang-Undang 
nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang 
bertumpu pada pendekatan akhir sudah 
saatnya ditinggalkan dan diganti dengan 
paradigma baru pengelolaan sampah. 
Paradigma baru memandang sampah sebagai 
sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi 
dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk 
energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan 
baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan 
dengan pendekatan yang komprehensif dari 
hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk 
yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke 
hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan 
sehingga menjadi sampah, yang kemudian 
dikembalikan ke media lingkungan secara 
aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma 
baru tersebut dilakukan dengan kegiatan 
pengurangan dan penanganan sampah. 
Pengurangan sampah meliputi kegiatan 
pembatasan, penggunaan kembali, dan 
pendauran ulang, sedangkan kegiatan 
penanganan sampah meliputi pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir.3 
Sampah yang merupakan sisa kegiatan 
sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat, tanpa disadari sudah cukup 
memprihatinkan. Sampah organik yang 
membusuk tidak saja menyebarkan bau dan 
mengundang lalat dan tikus, tetapi juga 
menghasilkan gas methan yang termasuk gas 
rumah kaca yang menyebabkan pemanasan 
global. Sedangkan sampah-sampah plastik yang 
dibakar sebagai upaya mengurangi tumpukan 
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sampah berakibat menjadi polusi udara dan 
penipisan lapisan ozon. Dimana lepasnya 
gas  dioksin ke udara dapat menyebabkan 
berbagai penyakit, misalnya kanker, hepatitis, 
syaraf, dan berkurangnya imunitas. Apalagi air 
sampah (lindi/leachete) yang keluar dari 
sampah organik dapat mencemari air tanah. 
Hal ini menyebabkan berbagai macam penyakit 
kulit, diare, muntaber dan pencernaan akibat 
bakteri serta gangguan kesehatan lainnya. 
Bahkan hasil studi pada tahun 1990 di 
Wisconsin, USA, akibat dari sampah yang 
mencemari lingkungan tersebut menyebabkan 
kelainan kehamilan tahun 1970-1980 melonjak 
4 kali lipat, penderita endometriosis mencapai 
5,5 juta, penderita kanker payudara tahun 
1980-1987 meningkat 22 persen.4 
Rata-rata perorang dalam perharinya 
menghasilkan sampah/limbah sebanyak 2 
kilogram. Bayangkan berapa besar volume 
sampah perhari yang dihasilkan masyarakat di 
Kota Bandar Lampung saja? Belum lagi gaya 
hidup masyarakat saat ini yang menghasilkan 
sampah yang sulit terurai di lingkungan, 
misalnya gaya hidup menggunakan barang-
barang yang terbuat dari plastik atau bahan 
sintetis lainnya. Sampah yang tidak dapat 
terurai akan menimbulkan masalah 
menumpuknya sampah. Untuk itu akan 
membuka tempat pembuangan sampah (TPA) 
lain. Membuka TPA baru kadang 
mengakibatkan konflik horizontal masyarakat 
sekitar TPA yang menyebabkan kerusakan 
infrastruktur dari investasi dan masalah hukum 
bagi masyarakat. Dapat dibayangkan demikian 
kompleksnya masalah yang ditimbulkan oleh 
sampah.5 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Siti Nurbaya Bakar mengatakan, dari 67 sampai 
68 juta ton sampah di Indonesia, pada tahun 
2013, sebanyak 14 persennya adalah 
sampah  plastik. Pada tahun 2016 naik menjadi 
16 persen, dan tahun 2018 dengan berbagai 
upaya sampah plastiknya turun 1 persen 
menjadi 15 persen. Telah dilakukan observasi 
baik di wilayah pesisir maupun di kawasan 
Taman Nasional, ternyata sampah plastik di 
wilayah pantai atau pesisir itu jumlahnya 31 
persen dari sampah dan di kawasan Taman 
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Nasional komposisinya ternyata mencapai 60 
persen dari sampah. Hal ini ada korelasinya 
dengan perilaku pengunjung.6 
Terkait kebijakan dan strategi yang telah 
dilakukan oleh KLHK, Siti Nurbaya 
menyampaikan bahwa sampah saat ini harus 
menjadi sumber daya bukan hanya sekedar 
menjadi sampah. Arah kebijakan dalam 
penangan sampah yaitu dengan cara 
sampahnya dikurangi dan sampahnya 
ditangani. Targetnya untuk tahun 2025, sampah 
dikurangi sebanyak 30 persen dari timbunan 
sampah yang ada secara nasional, yaitu dengan 
cara membatasi timbunan sampah, melakukan 
daur ulang sampah atau pemanfatan kembali. 
Penanganan sampah dengan target 70 persen 
pada tahun 2025 yakni dengan cara pemilahan, 
daur ulang, pengangkutan, pengolahan maupun 
proses akhir. Indikator keberhasilan dari 
pengurangan sampah yaitu menurunkan 
munculnya sampah per kapita, menurunkan 
timbunan sampah pada sumber, juga 
mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke 
lingkungan.7  Untuk menjaga agar peraturan-
peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus 
dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, 
aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak 
boleh bertentangan dengan rasa keadilan 
masyarakat. Dengan demikian, hukum 
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian 
hukum dalam masyarakat dan harus 
bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan 
masyarakat.8  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah tugas pemerintah dalam 
melaksanakan pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan menurut 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Sampah ? 
2. Bagaimanakah wewenang pemerintah 
dalam melaksanakan pengelolaan 
sampah yang berwawasan lingkungan 
menurut Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Sampah ? 
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C. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 
hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan (di samping adanya penelitian 
hukum sosiologis atau empiris yang terutama 
meneliti data primer).9  
   
PEMBAHASAN 
A. Tugas Pemerintahan Dalam Melaksanakan 
Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan 
Lingkungan  
Memahami kewenangan pemerintah daerah 
dalam pengelolaan sampah merupakan hal 
yang sangat penting untuk memahami peluang 
perubahan yang bisa dilakukan oleh 
pemerintah daerah untuk memperbaiki celah 
hukum pengelolaan plastik dan sampah plastik 
dalam peraturan di level nasional. Pemerintah 
daerah dapat membuat peraturan dan/atau 
kebijakan untuk mengelola sampah plastik di 
daerahnya tanpa harus menunggu adanya 
peraturan dan/atau kebijakan di level 
nasional.10 
Hak bagi setiap orang untuk mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah 
diamanahkan pada Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. 
Amanat tersebut memberikan konsekuensi 
hukum bahwa pemerintah wajib memberikan 
pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. 
Pemerintah merupakan pihak yang paling 
berwenang dan bertanggung jawab dalam 
pengelolaan sampah, meskipun secara 
operasional, pengelolaannya dapat bermitra 
dengan badan usaha.11 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur 
mengenai tugas pemerintahan dalam 
melaksanakan pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan. Pasal 5. Pemerintah 
dan pemerintahan daerah bertugas menjamin 
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terselenggaranya pengelolaan sampah yang 
baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan 
tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini. Pasal 6. Tugas Pemerintah dan 
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 terdiri atas:  
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 
sampah;  
b. melakukan penelitian, pengembangan 
teknologi pengurangan, dan penanganan 
sampah;  
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan 
melaksanakan upaya pengurangan, 
penanganan, dan pemanfaatan sampah;  
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan 
memfasilitasi penyediaan prasarana dan 
sarana pengelolaan sampah;  
e. mendorong dan memfasilitasi 
pengembangan manfaat hasil pengolahan 
sampah;  
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik 
lokal yang berkembang pada masyarakat 
setempat untuk mengurangi dan menangani 
sampah; dan  
g. melakukan koordinasi antarlembaga 
pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha 
agar terdapat keterpaduan dalam 
pengelolaan sampah.  
Penjelasan Pasal 6 huruf (e) Hasil 
pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, 
pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur 
ulang lainnya. 
Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 
menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sampah 
mengamanatkan perlunya perubahan yang 
mendasar dalam pengelolaan sampah yang 
selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 
tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam 
dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah 
dan penanganan sampah. Pasal 20 
menguraikan tiga aktivitas utama dalam 
penyelenggaraan kegiatan pengurangan 
sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, 
pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan 
kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut 
merupakan perwujudan dari prinsip 
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pengelolaan sampah yang berwawasan 
lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, 
recycle). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas 
utama dalam penyelenggaraan kegiatan 
penanganan sampah yang meliputi pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. Kegiatan 
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 
sejenis sampah rumah tangga yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada 
saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat 
terlayani dan seluruh sampah yang timbul 
dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, 
dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.  
Dengan ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah, kebijakan pengelolaan sampah 
dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang 
selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu 
pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of 
pipe) dengan mengandalkan keberadaan TPA, 
diubah dengan pendekatan reduce at source 
dan resource recycle melalui penerapan 3R. 
Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat 
diharapkan mengubah pandangan dan 
memperlakukan sampah sebagai sumber daya 
alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan 
kembali, baik secara langsung, proses daur 
ulang, maupun proses lainnya.12 
 
B. Wewenang Pemerintah Dalam 
Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang 
Berwawasan Lingkungan  
Menurut Sri Soemantri, istilah pemerintah 
berasal dari kata “perintah” yang berarti 
menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat 
dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan 
yang memerintah sesuatu negara (daerah 
negara) atau badan tertinggi yang memerintah 
suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu 
pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan 
dengan perbuatan (cara, hal urusan dan 
sebagainya) memerintah .13  
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Menurut E. Utrecht, secara etimologis dapat 
diartikan sebagai “tindakan yang terus-menerus 
(kontinu) atau kebijaksanaan dengan 
menggunakan suatu rencana maupun akal 
(rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai 
tujuan tertentu yang dikehendaki.14 
Jika pemerintah tidak memiliki legalitas 
untuk melakukan suatu tindakan, berarti 
pemerintah tidak boleh bertindak untuk 
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik 
penyelenggaraan negara modern dewasa ini, 
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh 
terjadi karena hal itu akan menimbulkan 
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan 
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.15 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur 
mengenai wewenang pemerintah. Pasal 7. 
Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, 
Pemerintah mempunyai kewenangan:  
a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional 
pengelolaan sampah;  
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria pengelolaan sampah;  
c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja 
sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring 
dalam pengelolaan sampah;  
d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, 
dan pengawasan kinerja pemerintah daerah 
dalam pengelolaan sampah; dan  
e. menetapkan kebijakan penyelesaian 
perselisihan antardaerah dalam pengelolaan 
samah.  
Negara hukum ialah negara yang 
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 
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segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.16 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur 
mengenai wewenang pemerintah provinsi. 
Pasal 8. Dalam menyelenggarakan pengelolaan 
sampah, pemerintahan provinsi mempunyai 
kewenangan:  
a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam 
pengelolaan sampah sesuai dengan 
kebijakan Pemerintah;  
b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam 
satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam 
pengelolaan sampah;  
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, 
dan pengawasan kinerja kabupaten/kota 
dalam pengelolaan sampah; dan  
d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan 
pengelolaan  sampah 
antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) 
provinsi.  
Hak yaitu: “kewenangan; kekuasaan untuk 
melakukan sesuatu karena telah ditentukan 
oleh undang-undang atau peraturan lain; 
kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu 
atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.17  
Istilah kewenangan sering disebut dengan 
authority, gezag atau yuridiksi. Kewenangan 
adalah kekuasaan yang diformalkan baik 
terhadap segolongan orang tertentu, maupun 
kekuasaan terhadap sesuatu 
bidangpemerintahan tertentu secara bulat yang 
berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari 
kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda 
dengan dengan wewenang yang dikenal juga 
dengan istilah competence atau bevoegdheid. 
Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil 
tertentu atau bidang tertentusaja. Jadi 
kewenangan merupakan kumpulan dari 
wewenang-wewenang (rechtsbevoegdhehen). 
Wewenang ini merupakan kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau 
secara yuridis, wewenang adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang 
yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum.18 
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Hukum bekerja dengan cara mengatur 
perbuatan seseorang atau hubungan antara 
orang-orang dalam masyarakat. Untuk 
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum 
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai 
fungsinya yaitu: 
1. Pembuatan norma-norma, baik yang 
memberikan peruntukan maupun yang 
menentukan hubungan antara orang dengan 
orang;  
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;  
3. Menjamin kelangsungan kehidupan 
masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan.19 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur 
mengenai Wewenang Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat: 
(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan 
sampah, pemerintahan kabupaten/kota 
mempunyai kewenangan:  
a. menetapkan kebijakan dan strategi 
pengelolaan sampah berdasarkan 
kebijakan nasional dan provinsi;  
b. menyelenggarakan pengelolaan 
sampah skala kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah;  
c. melakukan pembinaan dan 
pengawasan kinerja pengelolaan 
sampah yang dilaksanakan oleh pihak 
lain;  
d. menetapkan lokasi tempat 
penampungan sementara, tempat 
pengolahan sampah terpadu, dan/atau 
tempat pemrosesan akhir sampah;  
e. melakukan pemantauan dan evaluasi 
secara berkala setiap 6 (enam) bulan 
selama 20 (dua puluh) tahun terhadap 
tempat pemrosesan akhir sampah 
dengan sistem pembuangan terbuka 
yang telah ditutup; dan  
f. menyusun dan menyelenggarakan 
sistem tanggap darurat pengelolaan 
sampah sesuai dengan 
kewenangannya.  
                                                          
19
Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu 
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 
2009, hlm. 111. 
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(2)  Penetapan lokasi tempat pengolahan 
sampah terpadu dan tempat pemrosesan 
akhir sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d merupakan bagian dari 
rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman 
penyusunan sistem tanggap darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f diatur dengan peraturan menteri.  
 Pembagian Kewenangan.  
Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Huruf (b) 
Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara 
lain, berupa penyediaan tempat penampungan 
sampah, alat angkut sampah, tempat 
penampungan sementara, tempat pengolahan 
sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan 
akhir sampah. Pasal 10. Pembagian 
kewenangan pemerintahan di bidang 
pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
Dari perspektif hubungan struktur 
kelembagaan pemerintahan implikasi politik 
dari kewenangan urusan pemerintahan adalah 
adanya divergensi atau pembagian urusan yang 
kemudian urusan yang dibagi ini menjadi 
kewenangan dari setiap struktur pemerintahan. 
Filosofi yang mendasari diperlukan adanya 
pembagian atau pemencaran urusan 
pemerintahan adalah karena wilayah negara 
terlalu luas untuk diurus oleh pemerintah pusat 
saja, oleh karena itu diperlukan desentralisasi 
dengan pembentukan daerah otonom dan 
pembagian urusan. Di samping itu dengan 
pembagian kerja antarberbagai susunan 
pemerintahan dapat menciptakan sinergi 
antarlembaga, efisiensi dan efektivitas 
pelayanan serta partisipasi masyarakat, 
sehingga ketentraman, ketertiban dan 
kesejahteraan dapat tercapai.20  
Dalam rangka menyelenggarakan 
pengelolaan sampah secara terpadu dan 
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban 
masyarakat, serta tugas dan wewenang 
Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk 
melaksanakan pelayanan publik, diperlukan 
payung hukum dalam bentuk undang-undang. 
                                                          
20
 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi 
Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, 
Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007, hlm. 168. 
Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam 
Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung 
jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas 
keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, 
asas keselamatan, asas keamanan, dan asas 
nilai ekonomi.21 
Apabila masyarakat dapat hidup damai, 
tenteram dan aman maka kehidupan mereka 
perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur 
kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah 
yang mengikat setiap anggota masyarakat agar 
tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran 
terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini 
hukum pidana sangat besar artinya bagi 
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana 
adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut 
diancam dengan pidana yang merupakan suatu 
penderitaan.22 
Tugas dan wewenang pemerintah dalam 
melaksanakan pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Sampah merupakan 
upaya untuk memberikan kepastian hukum 
dalam pengelolaan sampah mengenai tanggung 
jawab dan kewenangan pemerintah, 
pemerintahan daerah, serta peran masyarakat 
dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah 





1. Tugas pemerintah dalam melaksanakan 
pengelolaan sampah yang berwawasan 
lingkungan ialah menjamin 
terselenggaranya pengelolaan sampah 
yang baik dan berwawasan lingkungan. 
Tugas Pemerintah dan pemerintahan 
daerah diantaranya 
menumbuhkembangkan dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam pengelolaan sampah dan 
melakukan penelitian, pengembangan 
teknologi pengurangan dan penanganan 
sampah.  
                                                          
21
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Sampah.  
22
 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta,  2007, hlm. 209. 
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2. Wewenang pemerintah dalam 
melaksanakan pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan diantaranya 
menetapkan kebijakan dan strategi 
nasional pengelolaan sampah dan 
menetapkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria pengelolaan sampah. 
Wewenang pemerintah provinsi ialah 
menetapkan kebijakan dan strategi 
dalam pengelolaan sampah sesuai 
dengan kebijakan Pemerintah dan 
memfasilitasi kerja sama antardaerah 
dalam satu provinsi, kemitraan, dan 
jejaring dalam pengelolaan sampah. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur 
mengenai Wewenang Pemerintah 
Kabupaten/Kota, menyelenggarakan 
pengelolaan sampah, pemerintahan 
kabupaten/kota mempunyai 
kewenanganmenetapkan kebijakan dan 
dan  strategi pengelolaan sampah 
berdasarkan kebijakan nasional dan 
provinsi dan 
menyelenggarakan pengelolaan sampah 
skala kabupaten/kota sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah serta 
melakukan pembinaan dan pengawasan 
kinerja pengelolaan sampah yang 
dilaksanakan oleh pihak lain. 
 
B. Saran 
1. Tugas pemerintah dalam melaksanakan 
pengelolaan sampah yang berwawasan 
lingkungan  memerlukan dukungan 
koordinasi antarlembaga pemerintah, 
masyarakat, dan dunia usaha agar 
terdapat keterpaduan dalam pengelolaan 
sampah.  
2. Wewenang pemerintah dalam 
melaksanakan pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan perlu ditunjang 
dengan adanya penetapan kebijakan 
penyelesaian perselisihan antardaerah 
dalam pengelolaan sampah. Pemerintah 
daerah perlu memfasilitasi penyelesaian 
perselisihan pengelolaan sampah 
antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) 
provinsi dan menyusun dan 
menyelenggarakan sistem tanggap 
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